
BI'PATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAII

NoMoR 47D/tf rAHUN2a21

TENTANG

PENETAPAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MENJADI UNIT KERJA YANG DIUSULKAN

SEBAGAI WILAYAH BEBAS KORUPSI TAHUN 2O2I

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BANJARNEGARA,

bahwa berdasarkan Lampiran BAB II Huruf B
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2Al4
tentang Pedoman Pembangunan Tnna Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2At9
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman
Pembangunan 7*na Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam
membangun T,rrna Integritas, pimpinan instansi
pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit
ke{a yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud d4am huruf a, perlu menetapkan
Keputusan A*p"ti tentang Penetapan Dinas
Kependudukail dan Pencatata.n Sipil Menjadi Unit
Kerja Yang Diusulkan Sebagai Wilayah Bebas Korupsi
Tahun 2A2L;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Linglungan Provinsi Jawa Tengah;



3.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Irmbaran Nelpia Republik Indonesia Tahun Zdtt
Nomor 82, Tffibahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Norhbr 52341 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Arc
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Ke{a (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2O Nomor 245, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tatrun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor L2O Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor L57l;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2Ol4
tentang Pedqriean Pembangunan Zr:lnia Integritas
Menuju WilayHr Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Al4 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor. 52 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman
Pembangunan Z-ona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 6711;

4.

5.

6.

7.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

reratutlan Lraeran l(aDupallen HanJarnegara Nomor z
Tahun 2o16....tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Drferah (Iembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegar4iilrfahun 2016 Nomor 10) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun
2otg tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor Tahun 2OL9 Nomor 24, Tarrbahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2861;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Menjadi Unit Keq'a Yang Diusulkan Sebagai Wilayah
Bebas Korupsi Tahun 2021.

Penetapan unit kerja ssfoagaimana dimaksud diktum
KESATU dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. merupakan unit strategis dalam pelaksanaan

pelayanan publik;
b. mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
c. memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang

cukup tinggi.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara .

pada tanggal !g-L-9A21I

BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1 . Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarne gara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4 . Kepala Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara;

BUPATI BANJARNEGARA,


